b BBKK Surabaya

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SURABAYA

NOMOR SOP . O0T.02.02/C.I1X.7.7/7261/2025

TANGGAL PEMBUATAN |: 30 Juni 2025

TANGGAL REVISI e e

TANGGAL EFEKTIF /A [{uli 2025 }

DISAHKAN OLEH : Kgpala Balai Besar

arantinaan Kesehatan Surabaya,

NAMA SOP : Pendokumentasian Informasi_ Publik

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1.

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan

3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang — Undang No 14 Tahun 2008 tentang 3. Menguasai penggunaan komputer dan internet
Keterbukaan Informasi Publik 4. Menerapkan Core Value ASN "BerAKHLAK" dan menerapkan budaya kerja

4. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya " Bergas, Waras, Trengginas, Wani"
Lingkungan Kementerian Kesehatan RI 5. Mampu melakukan koordinasi dengan unit organisasi/unit kerja dalam mengumpulkan,

5. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana menyusun,menyediakan dan mendokumentasikan informasi
Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 6. Mampu melakukan pengklasifikasian informasi dengan tepat, cepat,

6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/326/2025 tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola dan akurat menurut jenisnya
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

7. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 1. Dokumen Informasi Publik di Setiap Bagian

2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 2. Softcopy Dokumen Informasi Publik

3. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik 3. Komputer / Laptop

4. SOP Pengujian tentang Konsekuensi 4. Printer

5. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) 5. Formulir Permohonan Informasi/Keberatan

6. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan 6. Nota Dinas/Lembar Disposisi

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik adalah Salah Satu Tugas dari Komisi Informasi Pusat, Apabila SOP ini
tidak berjalan maka proses Penanganan Sengketa Informasi Publik pada PPID BBKK SURABAYA tidak berjalan.

Softcopy dan Dokumen Informasi Publik




SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK BBKK SURABAYA

No

URAIAN

PELAKSANA MUTU BAKU
Tim PPID .
Pelaksana | UMt sumber | PPID Kelengkapan WAKTU OUTPUT
Teknis Iinformasi Pelaksana

Keterangan

Mengidentifikasi Daftar informasi

Formulir checklist

1. ; . (' "'"") DIP Mutakhir 2 Hari ketersediaan informasi
Publik mutakh
AT Publik di DIP
Meng_ko_odinasikgn k(.e selur'u.h Formullr'checkhst Rencana Tindak Lanjut
2 pemilik informasi (unit pemilik) ketersediaan 120 menit hasil rapat terkait
*  |DIP termutakhir dan kondisi data Informasi Publik di . . -
dukungnya DIP informasi Publik
Melengkapi dan menyiapkan Rencana Tindak
3.  |data dukung informasi publik :'ar::]tf: hafsﬂ rapét 7 Hari Data Dukung lengkap

sesuai DIP : b?ilk Informast

u

Mengumpulkan data dukung dari

sumber Informasi dan . Dokumen database
4. mengelolanya menjadi database | Data Dukung lengkap 3 Hari informasi publik

informasi publik {...J

- - Y

Menganalisis dan menyetujui
5 dokumen database informasi / Dokumen database 1 Hari :?1?::::;2? d:;:ia:;

’ publik sesuai ketentuan yang informasi publik . - P yang
berlaku disetujui
Mendokumentasikan Ej Dokumen database 5}?:#:;‘:? d:;ﬁ:a:i

6. |database informasi publik informasi publik yang 10 Menit disetujui P yang
yang disetujui disetujui terdokumentasi
. . . . WV Dokumen database
7. Updating konten informasi publik informasi publik yang 1 hari Konten terupdate

sesuai kategori

disetujui




